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ABSTRAK

Pengaturan larangan praktek monopoli secara tradisional berlangsung dalam
ruang lingkup nasional suatu negara. Peraturan larangan praktek monopoli sudah
dimunculkan sebagai salah satu unsur dari sistem perdagangan dunia lebih dari
setengah abad yang lalu ketika negara-negara merundingkan rancangan piagam bagi
International Trade Organization (ITO) yang gagal terbentuk.

Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan masalah larangan monopoli
dan bisnis curang dalam perspektif perdagangan multilateral dan bagaimana
mekanisme penyelesaian sengketa monopoli dan bisnis curang dalam perspektif
perdagangan multilateral

Dalam penulisan skripsi ini mengunakan metode yuridis normatif adalah suatu
kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi
untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum
tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempauh adalah
langkah normatif yaitu studi dokumentasi melalui kepustakaan.

Pengaturan masalah larangan monopoli dan bisnis curang dalam perspektif
perdagangan multilateral adalah Pengaturan hukum persaingan usaha atau bisnis
melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat LN 1999 No. 33, TLN No. 3817 diberlakukan secara
efektif pada tanggal 5 Maret 2000 merubah kegiatan bisnis dari praktik monopoli yang
terselubung, diam-diam dan terbuka masa orde baru menuju praktik bisnis yang sehat.
Kebijakan persaingan usaha bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu dalam
kegiatan bisnis.

Mekanisme penyelesaian sengketa monopoli dan bisnis curang dalam perspektif
perdagangan multilateral adalah Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk
mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan
antar negara. Menurut Pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa

12
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor yang esensial dalam suatu sistem
perdagangan bebas. Distorsi terhadap perdagangan dapat ditimbulkan oleh praktek-
praktek bisnis curang dan monopolistik (bersifat monopoli, monopoli adalah situasi
yang pengandaan barang dagangannya tertentu, sekurangkurangnya sepertiganya
dikuasai oleh satu orang atau kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan)*!
yang cenderung dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang kuat. Oleh karena itu
negara sebagai fasilitator dan sekaligus pelindung dunia usaha biasanya akan
mengusahakan terciptanya peraturan yang akan menjamin terjadinya persaingan
usaha yang sehat lewat undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan

curang.

Pengaturan larangan praktek monopoli secara tradisional berlangsung dalam
ruang lingkup nasional suatu negara. Artinya hukum nasional suatu negara
berusaha untuk menertibkan perilaku usaha para pelaku usaha dengan cara
mengatur praktek-praktek dan perjanjian-perjanjian serta posisi dominan yang
dilarang demi terciptanya keadilan berusaha di kalangan pengusaha yang pada

gilirannya juga akan membawa keadilan kepada para konsumen?. Indonesia sudah

! Ebta Setaiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/monopolistik,
diakses 18 Maret 2014, jam 03.07 WIB.

2 Sultan Remy Syahdeini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat,
Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1999, him. 23
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memiliki Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menangani hal ini yang salah

satu alasan kelahirannya adalah karena Indonesia telah menandatangani

Perjanjian Marakesh tentang Pembentukan WTO, yang diratifikasi dengan UU
No.7 Tahun 1994, yang antara lain mengharuskan pemberian akses pasar terhadap
pihak asing, dan tekanan IMF sebagai kreditor Indonesia®. Namun berbagai
perkembangan dalam era globalisasi b ndewasa ini telah membuat usaha
negaranegara secara individual untuk mengatasi kegiatan anti-kompetesi tidak lagi
memadai, karena kegiatan-kegiatan usaha seperti ini kian menunjukkan dimensi

internasionalnya.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam laporannya untuk tahun 1997 WTO
menyebutkan # “There are indications that a growing proportion of cartel
agreements are international in scope”. Perusahaan-perusahaan industri yang
membuat produk ekspor sering mengeluhkan bahwa mereka tidak mampu
menemukan pembeli asing sekali pun yakin produk mereka berkualitas tinggi dan
harganya kompetitif. Penjualan ekspor yang buruk ini dianggap janggal mengingat
dalam lima puluh tahun terakhir ini secara sistematik telah dilakukan penurunan
hambatan perdagangan, termasuk tarif dan kuota. Seringkali dituduhkan bahwa

penyebab kesulitan mendapatkan akses pasar luar negeri itu adalah tindakan-

3 Syahmin A.K., Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Penerbit: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006, him. 17
4 WTO Official ministerial, Http://www.iccwto.org.htp, 1997, diakses 18 maret 2014, jam 03.18

WIiB
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tindakan yang dilakukan perusahaan swasta asing, yang kadangkadang didukung

secara diam-diam maupun terang-terangan oleh pemerintahnya.

Di dalam dimensi internasional dan kompetisi, pada saat kegiatan bisnis tidak
lagi cukup dilakukan dalam batas-batas wilayah negara dan seiring dengan kian
berkembangnya jenis-jenis perusahaan yang bersifat transnasional dan
multinasional dengan kemampuan ekonomi yang semakin besar, persoalan
persaingan usaha (competition) yang sehat tidak lagi menjadi masalah negara
secara individual, akan tetapi berubah menjadi persoalan internasional. Beberapa
diantara perusahaan raksasa ini dalam rangka mengeruk keuntungan yang semakin
besar dari para konsumen di banyak negara, mulai berfikir bahwa kolusi dengan
sesama perusahaan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan kompetisi.
Akibat dari praktek-praktek seperti ini maka akhirnya yang paling merugi adalah
konsumen, yang harus membayar harga lebih mahal ketimbang bila tercipta

kompetisi yang sehat diantara perusahaan-perusahaan tersebut.

Menghadapi kenyataan yang dari waktu kewaktu semakin gawat maka
pemerintah dan dunia usaha harus bekerjasama dengan erat untuk merancang
aturan-aturan persaingan usaha yang paling tepat sejalan dengan globalisasi
perdagangan dan investasi dan interdependensi antara negara yang semakin erat.
Peraturan larangan praktek monopoli sudah dimunculkan sebagai salah satu unsur
dari sistem perdagangan dunia lebih dari setengah abad yang lalu ketika negara-

negara merundingkan rancangan piagam bagi International Trade

16



Organization (ITO) yang gagal terbentuk. Dalam rancangan salah satu pasal
Piagam disebutkan ® :business practices affecting international trade which
restrain competition, limit access to markets, or foster monopilistic control, when
ever such practices have harmful effects on expansion of production or trade and
interfere with then accievment of any of the other objectives set forth in Article
(e.q.expanding trade, opening markets).”.

Amerika Serikat menjadi tidak berminat terhadap ITO dan Piagam Havana
1948, terutama karena khawatir akan kehilangan kedaulatannya sehingga Piagam
tersebut tidak pernah diadopsi. Sebagai gantinya negara-negara lebih
memfokuskan perhatian dan akhirnya menyepakati General Agreement on Tariff
and Trade (GATT) yang dalam perkembangannya telah menjadi landasan dan
forum negosiasi antar negara yang cukup berhasil dalam usaha penurunan
hambatan tarif dan non tarif yang kemudian berkembang menjadi World Trade

Organization (WTO).

Dalam rentang waktu lebih dari setengah abad sejak tahun 1948 sampai Kini,
berbagai inisiatif untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi kebijakan
kompetisi telah dilakukan negara-negara. Misalnya pada tahun 1976, Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) yaitu organisasi negara-
negara industri maju, telah mengeluarkan rekomendasi menentang praktek-
praktek bisnis curang yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional.

(Guidelines for Multilateral Enterprises, Annex to the Declaration of 21 June 1976

5 Draft Havana Charter, Ch.V. Article 46, 1948
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by Government of OECD Member Countries). Inisiatif ini telah dikembangkan

dalam berbagai pertemuan OECD selanjutnya.

Selanjutnya, PBB meluncurkan suatu program untuk membentuk Satu Tata
Ekonomi Internasional Baru untuk mengangkat derajat negara-negara berkembang
dan negara kurang berkembang. Dalam kaitan ini telah diorganisir suatu proyek
untuk membentuk himpunan peraturan mengenai kompetisi dibawah naungan
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Ketiga
kelompok negara, negara-negara maju, sosialis, negara berkembang dan negara
kurang berkembang, merundingkan apa yang disebut ® Set of Multilaterally
Agreement Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business

Practices yang diterima sebagai himpunan peraturan sukarela pada tahun 1980.

Sekitar 80 negara anggota WTO dewasa ini sudah memiliki undang-undang
persaingan usaha, 50 di antaranya adalah negara-negara berkembang, (termasuk
Indonesia dengan UU No.5 Tahun 1999) dan negara dalam transisi.
Perundangundangan ini biasanya disebut undang-undang anti-monopoli, anti trust,
yang mengatur penanganan praktek-praktek bisnis curang yang dilakukan pihak
swasta dalam bentuk penetapan harga secara bersama dan pengaturan kartel yang

lainnya, penyalahgunaan posisi dominan atau monopolisasi, merger yang

6 Fox Eleanoa, Competiion Law and the Millenium Round, Journal of International Economic
Law. Vol. 2.No.4. Edisi December 1999, him. 334
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membatasi persaingan, perjanjian antara pemasok dan distributor barang (vertical

agreement) yang menutup pasar bagi pesaing baru’.

Sementara itu Joel I. Klein, seorang pejabat tinggi pada Departemen
Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam era globalisasi

pembahasan dan penanganan oleh para pejabat yang menangani masalah

persaingan usaha harus dibagi menjadi tiga kategori®:

e Pertama, perkembangan merger internasional yang luar biasa yang kian
membutuhkan pengawasan pra merger dari transaksi-transaksi tersebut oleh

para pejabat yang menangani masalah persaingan di sejumlah negara.

o Kedua, kasus-kasus kartel internasional, di mana para kompetitor diberbagai
negara bergabung bersama-sama untuk menetapkan harga atau
mengalokasikan wilayah-wilayah di dunia, yang kian meningkat jumlahnya.

o Ketiga, kasus-kasus akses pasar di mana kendala-kendala anti kompetisi baik
horizontal maupun vertikal yang mencegah kompetitor asing untuk bisa

bersaing secara adil juga makin semarak.

Dalam penanganan kartel internasional pihak berwenang di Amerika Serikat

memiliki pengalaman keberhasilan dan kegagalan dalam penanggulangannya.

" 1bid, him 2

8 Joel 1. Klein, A Note of Caution with Respect to A WTO Agenda on Competition Policy, US
Dept of Justice, Http://usdoj.gov/atr/public/speechs/jikspech.htm, 1996, diakses 18 Maret 2014, jam
03.29 WIB
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Kartel internasional ini biasanya berupa persekongkolan di antara produsen barang
yang melakukan penjualan di pasar internasional. Sebagaimana halnya dalam
pasar domestik para pedagang kadang-kadang berfikir kolusi lebih
menguntungkan daripada kompetisi sehingga mereka bersekongkol untuk
menetapkan harga, kualitas barang, di pasar mana mereka akan belakuman
penjualan. Pengadilan Amerika Serikat baru-baru ini telah mengadili praktek
serupa dalam pemasaran lysine (satu jenis produk adektif) senilai US$600 juta, dan
satunya produk citricacid bernilai $ 1,2 milyar. Dalam kasus lysine terdakwa
setuju membayar denda US $ 100 juta dan yang lainnya dalam tahap awal setuju
membayar denda US $ 30 juta. Sebuah perusahaan terkemuka Amerika Serikat,
Archer Daniels Midland telah dihukum membayar denda US $ 100 juta untuk
kepersertaannya dalam kartel ini. Perusahaan lainnya adalah Ajinomoto yang
menyatakan duapertiga produknya dijual di Jepang sehingga merugikan konsumen
di negerinya sendiri. Dalam kasus kartel yang jelas adalah begitu banyak
konsumen dari seluruh dunia yang mengalir secara tidak adil ke kantong para

pengusaha tidak bertanggung jawab ini.®

Kesulitan dalam mengadili praktek kartel internasional ini dialami penegak
hukum AS dalam kasus yang dilakukan perusahaan AS, General Electric,
perusahaan afiliasi DeBeers di Swiss, delapan warganegara asing, Yyang

bersekongkol menaikan harga berlian industrial. Praktekkartel yang dituduhkan

° 1bid, him 6
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sebagian besar berlangsung di Eropa sehingga dengan demikian sebagian besar
bukti-buktinya ada di luar jangkauan pengadilan AS. Oleh sebab itu pada akhirnya
pihak berwenang AS harus membebaskan para pelaku bisnis curang ini karena

kekurangan dan kesulitan dalam pencarian bukti.

WTO tidak secara komprehensif mengatur persaingan usaha terutama dalam
hal perdagangan barang. Dalam perjanjian WTO di bidang jasa (General
Agreement on Trade in Services) ditemukan Article VIII yang menyebutkan tidak
boleh adanya monopoli negara. Demikian juga dalam perjanjian mengenai HaKI
yakni TRIPs ditemukan Article 8 dan 40 yang menyebutkan tentang larangan
monopoli (anti-competitive practices). Perjanjian di bidang telekomunikasi (Basic
Telecom Negotiations) menyebutkan perlunya mencegah praktek-praktek anti-

kompetisi ini.

Persepsi yang berbeda mengenai pengaturan kempetisi terdapat di dalam,
dukungan bagi suatu disiplin internasional di bidang hukum kompetisi pada
mulanya dilontarkan AS yang mengemukakan permasalahan bahwa Kartel
internasional dan ketiadaan atau tidak berdayanya hukum nasional telah

merintangi perusahaan-perusahaan AS untuk bersaing di pasar luar negeri.

19 1bid, him 6
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Selama bertahun-tahun AS telah mengeluh bahwa grup-grup korporasi Jepang
(Keiretsu) telah merintangi akses pasar bagi perusahaan asing dengan cara

melakukan pembelian terutama dari perusahaan mereka satu sama lain.

Hubungan vertikal terjalin di antara perusahaan-perusahaan Jepang yaitu
antara manufaktur, pedagang besar dan pedagang eceran. Di tahun 1940-an pada
saat dilakukan perundingan-perundingan  untuk International

Trade Organization (ITO), AS mendukung dimasukkannya satu bab
mengenai praktek bisnis curang yang merefleksikan oposisinya terhadap kartel
Jerman dan Jepang walau pun kemudian sebagaimana disebutkan di atas AS jadi
kehilangan minatnya terhadap ITO.

Belakangan ini Uni Eropa berada di barisan terdepan ketika menyerukan agar
anggota-anggota WTO harus mengeluarkan dan memberlakukan undangundang
larang praktek monopoli. AS sendiri tanpaknya lebih menyukai tindakan unilateral
atau kerjasama bilateral ' . Para pejabat AS mengakui perlunya kerjasama
internasional, misalnya sebagaimana dikemukakan Joel Klein, Assistant Attorney
General: ”We must continue to bolster competition laws and enforcement efforts

in nations around the world, and to facilitate the kind of exchanges of confidential

information that are essential to coordinated enforcement activities”.

Namun tampaknya AS tidak bersedia menundukkan hukum nasionalnya

sendiri pada suatu pengaturan internasional. Para pejabat yang berwenang atas

1 1bid, him 6
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pengaturan persaingan usahanya tidak bersedia mengganti hukum mereka ataupun

menghadapi permasalahan dalam persaingan untuk mendapatkan akses

pasart?,

Pada kasus ”Sengketa Kodak dengan Fuji di WTO” terdapat tidak efektifnya
mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam menghadapi kasus persaingan
usaha dibuktikan dalam kasus Kodak dan Fuji. AS menuduh bahwa bimbingan
informal pemerintah, kebijakan industrial yang diterapkan perusahaanperusahaan
Jepang menghilangkan kesempatan Kodak untuk berkompeteisi. Menurut AS
dikarenakan Fuji mengendalikan sistem distribusi maka perusahaan Kodak tidak
mendapatkan akses untuk melakukan penjualan ke jaringan pedagang besar film
melainkan wajib menjual langsung kepada para pengecer, suatu metoda yang
kurang efisien untuk penetrasi pasar. Tuduhan utamanya adalah hubungan vertikal

yang tidak kompetitif antara Fuji dan distributor utamanya.

Dokumen hukum WTO tidak secara spesifik mengatur soal persaingan usaha
sehingga AS menggugat atas dasar Pasal XXIII GATT tentang nonviolation”.
Menurut ketentuan ini anggota WTO dapat menggugat tindakan pemerintah
negara lain yang menghilangkan atau merugikan (nullify and impair) komitmen

liberalisasi perdagangan sekali pun tindakan pemerintah tersebut tidak melanggar

12 Hoekman, et al., Competition Policy Developing Countries and

WTO,
Http://www.worldbank.org/trade/papers.2000/BPcomp.PDF, 1999, diakses 18 Maret 2014, jam 03.32
WIB
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salah satu ketentuan WTO. Setelah memeriksa fakta-faktanya Panel WTO
menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian pada hak akses pasar AS, dan tuduhan
bahwa strategi pemasaran tertentu telah mempengaruhi para importir secara tidak

proporsional juga tidak terbukti. Mereka tidak melihat bahwa
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struktur distribusi Jepang yang mengecualikan pihak asing merupakan akibat dari

kebijakan pemerintah®s,

Sengketa Kodak vs Fuji sebenarnya berkisar pada salah satu aspek kompetisi
yang paling sensitif dan samar yakni yang disebut exclusive atau selective vertical
arrangement antara penjual di hulu dan hilir. Ini merupakan suatu kesepakatan di
mana produsen memberikan hak-hak eksklusif kepada satu pedagang besar atau
pengecer di suatu wilayah, dan/atau memaksakan persyaratan bahwa pihak yang
menangani barang (jasa-jasa) mereka tidak boleh bertindak untuk perusahaan-

perusahaan lain®*.

Sekali pun pihak AS secara sistematik menuduh bahwa kelompok Keiretsu
Jepang telah mengendalikan sektor distribusi sehingga menyingkirkan
produkproduk luar negeri, namun di kalangan ahli hukum dan ekonomi tidak
terdapat kesepakatan tentang apakah perjanjian-perjanjian vertikal (vertical
arrangement) seperti ini sungguh-sungguh anti-kompetisi, alias melakukan

monopoli pasar?®.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Singapura tahun 1996 telah

dibentuk sebuah kelompok kerja untuk mempertimbangkan isu-isu yang

13 Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Penerbit PT Refika
Aditama, Bandung, 2006, him. 271
% 1bid, him 9
15 'him9
Ibid
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dilontarkan negara anggota mengenai hubungan antara perdagangan dan kebijakan

persaingan usaha.

Pada tahun 1997 dan 1998 WTO Working Group memiliki suatu daftar
permasalahan yang disarankan para anggota untuk dipelajari. Unsur utama dari

daftar permasalahan tersebut adalah:

1. Hubungan antara tujuan, prinsip, konsep, ruang lingkup dan instrumen
kebijakan perdagangan dan kompetisi; serta hubungannya dengan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Inventarisasi dan analisis instrumen-instrumen yang ada, demikian juga
standar dan kegiatan perdagangan dan kebijakan persaingan, termasuk

pengalaman-pengalaman dalam penerapannya.

3. Interaksi antara perdagangan dan kebijakan persaingan, termasuk

pertimbangan atas sub-unsur sebagai berikut?®:

1) dampak praktek monopoli oleh perusahaan dan asosiasi terhadap

perdagangan internasional;

2) dampak monopoli negara, tidak termasuk hak-hak dan kebijakan

pengaturan kompetisi dan perdagangan internasional,

16 him2
Ibid
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3) hubungan antara aspek-aspek HaKl yang terkait dengan perdagangan

dengan kebijakan persaingan;

4) hubungan antara investasi dengan kebijakan persaingan;
5) dampak perdagangan terhadap kebijakan kompetisi.

Pandangan negara-negara mengenai perlunya masalah
kompetisi

ditangani WTO cukup beragam. Negara-negara yang tergabung dalam Uni
Eropa menekankan perlunya negara-negara anggota WTO memiliki
undangundang anti monopoli. Jepang dan Korea setuju dengan pembentukan
kelompok kerja namun menghendaki dilakumannya studi atas
persoalanpersoalan lain di samping yang dikemukakan Uni Eropa, yaitu tentang
bagaimana menangani penyalahgunaan tindakan perdagangan seperti
antidumping, bea masuk imbalan, safeguards yang digunakan untuk tujuan

proteksionis, sehingga membatasi kompetisi produk impor di pasar

domestik'’.

Hongkong mengusulkan kerangka yang lebih luas yakni peninjauan
kembali peraturan-peraturan WTO dalam perekonomian yang Kian
mengglobal. AS yang aparat hukumnya sudah dihadapkan pada kesulitan dalam

menangani praktek bisnis curang secara internasional mengambil sikap hati-

17 Hira Jhamtani, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga, Penerbit Insist Press,

Yogyakarta, 2005, him. 49
Ibid
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hati dan berharap pembentukan aturan internasional di bidang kompetisi tidak
akan mengancam hukum mereka sendiri. Sebagian negara berkembang tidak
memberikan prioritas tinggi pada masalah ini namun beberapa diantaranya
berpendapat bahwa usulan Uni Eropa semata-mata guna memberikan akses
pasar yang lebih luas bagi perusahaan-perusahaan multinasional mereka di

negara-negara berkembang?®.

Memang tampaknya para penganjur pengaturan kompetisi secara

internasional dari Uni Eropa dan AS, sekali pun memilih forum berbeda,

sangat berkepentingan dengan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan
multinasional mereka. Sedangkan di pihak lain, negara-negara berkembang
sangat berkepentingan pula agar perusahaan-perusahaan nasional mereka tidak
dilindas dalam persaingan dengan perusahaan multinasional mereka jika harus

memberikan akses pasar kepada pihak luar?®.

Deklarasi Singapura kemudian dikokohkan lagi dalam Deklarasi Doha
tahun 2001 yang menekankan perlunya suatu kerangka multilateral untuk
meningkatkan kontribusi kebijakan persaingan terhadap perdagangan

internasional dan pembangunan yang memfokuskan pada?’:

18 hlm 10

19 1bid

20 hlm 13
Ibid
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a. prinsip-prinsip utama, termasuk transparansi, non-diskriminasi dan

prosedur yang adil;

b. ketentuan-ketentuan mengenai ’hard core cartels”;
c. modalitas bagi kerjasama sukarela; dan
d. dukungan bagi pemberdayaan progresif lembaga-lembaga kompetisi di

negara-negara berkembang.

Namun tampaknya perbedaan pandangan yang tajam masih mewarnai
KTM di Cancum, Mexico, sebagaimana pada saat isu kompetisi mulai

diagendakan dalam pertemuan WTO / KTM di Singapura yang lalu.

Ibid
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B. Rumusan Masalah

Berlatar belakang pada masalah tersebut, terdapat beberapa pokok

permasalahan yang akan dihadapi, yaitu :

1.  Bagaimana pengaturan masalah larangan monopoli dan bisnis curang dalam

perspektif perdagangan multilateral?

2.  Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa monopoli dan bisnis curang

dalam perspektif perdagangan multilateral ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaturan masalah larangan monopoli dan bisnis curang

dalam perspektif perdagangan multilateral.

2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa monopoli dan bisnis

curang dalam perspektif perdagangan multilateral.

D. Manfaat penelitian
1. Bagi Negara Indonesia:

* Agar dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan Hukum Nasional dalam

melakukan kompetisi perdagangan bebas Internasional.
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*  Agar dapat mengetahui keuntungan yang dapat diambil bagi Negara

Indonesia dalam melakukan  kompetisi perdagangan
bebas

Internasional.

2. Bagi Subyek Hukum Internasional lainnya:

* Agar dapat mengetahui fungsi dan tujuan Hukum Internasional yang
mengatur larangan praktek monopoli dan bisnis curang dalam

perdagangan bebas Internasional.

® Agar dapat mengetahui kududukan Hukum Nasional didalam Hukum
Internasional yang mengatur larangan praktek monopoli dan bisnis

curang dalam perdagangan bebas Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode
menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang
bersangkutan.?! Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.
Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut.

Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-

21 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia , Jakarta, 1997, him. 16.
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permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.?

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif? adalah suatu
kegiatan yang menjelsakan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial.
Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan
hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang
ditempauh adalah langkah normatif vyaitu studi dokumentasi melalui
kepustakaan.. Pendekatan berdasarkan yuridis normatif terbagi menjadi lima (5),
yaitu: Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sinkronisasi hukum, Sejarah
hukum, dan Perbandingan hukum. Mengingat akan menganalisis tentang peranan
World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi Internasional yang menjadi

acuan dalam melakukan perdagangan bebas.

2. Metode Pendekatan

¢ Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan pendekatan
terhadap berbagai aturan hukum yang mengenai praktek monopoli dan bisnis

curang dalam hukum Nasional dan hukum WTO.

¢ Studi Komparatif, dengan cara membandingkan pengaturan perdagangan

multilateral Nasional dengan ketentuan WTO.

22 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ul- Press, Jakarta, 1986, him. 43.
23 Soerjono Soekanto, Ibid., him.10.

32



3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.

a Bahan Hukum Primer?

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau
mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun
mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti
peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut
didapatkan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) guna
mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan

konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian.

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat ke dalam,
antara lain :
¢ Piagam World Trade Organization (WTO).
o Piagam General Agreement on Tariff and Trade (GATT).
« Piagam United Nations Conference on Trade and Development

(UNCTAD)

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,
Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, him. 13-14.
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* Konferensi Tingkat Menteri Singapura tahun 1996 tentang hubungan

antara perdagangan dan kebijakan persaingan usaha.

*  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Usaha Tidak Sehat.

. Undang- undang tentang perdagangan multilateral

b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

1) Buku-buku Literatur;
2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan

relevan dengan objek kajian penelitian;

¢ Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

meliputi:
1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;

2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.®

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,Ibid, him.13.
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4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada diperoleh penulis dengan cara library research,

yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap

sejumlah literature di perpustakaan.

5. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan lalu
dianalisis dengan metode kuantitatif dan kualitatif yakni suatu metode yang saling
berhubungan dengan penelitian, metode kuantitatif sebagai suatu tata cara penelitian

yang dilakukan dengan menyoroti titik-titik masalah serta upaya

penyelesaiannya lalu digeneralisasikan, sedang metode kualitatif adalah upaya untuk
menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil
dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan
kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan.?® Untuk kemudian ditarik
kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-
data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.?’

%6 1bid, him 32.

27 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,
him.35
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